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ABSTRAK 

 Peraturan menteri merupakan salah satu produk peraturan perundang-

undangan yang terlegitimasi di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan menteri 

sebagai aturan pelaksana didalam teori stufenbau yang dijabarkan lebih lanjut oleh 

Hans Nawiasky termasuk kedalam kategori verordnung & autonome satzung 

sedangkan undang-undang termasuk kedalam kategori formellgesetz. Sehingga 

dalam pengaturan norma peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang karena secara hierarki kedudukan undang-undang lebih tinggi dari 

pada peraturan menteri. 

Adapun fokus pembahasan skripsi ini yaitu menganalisa Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara serta juga meninjau peraturan menteri 

tersebut berdasarkan  perspektif mashlahah mursalah. Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan 

teori peraturan perundang-undangan dan teori mashlahah mursalah. Penelitian ini 

juga dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi 

hukum lainya yang relevan dengan penelitian skripsi ini. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada pertentangan norma yang 

terdapat didalam Bab V huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan bagi dewan 

komisaris dan dewan pengawas menjadi komisaris diperusahaan sektor swasta. Hal 

tersebut bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Juncto Pasal 9 Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur pelarangan dewan 

komisaris dan dewan pengawas untuk melakukan rangkap jabatan sebagai 

komisaris diperusahan lain atau organisasi usaha dalam bentuk apapun. Apabila 

ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah ketentuan rangkap jabatan yang 

terdapat didalam Bab V huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara juga tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat 

didalam mashlahah mursalah karena kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari 

adanya rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas bumn lebih besar dari pada 

kemashlahatannya. 

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Rangkap Jabatan, Conflict of Interest, 

Conflict of Norm, Mashlahah Mursalah. 
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ABSTRACT 

Ministerial regulation is one of the legislation products legitimized in Article 8 of 

Law Number 12 Year 2011 on the Formation of Legislation. Ministerial regulations 

as implementing rules in the stufenbau theory further elaborated by Hans Nawiasky 

fall into the verordnung & autonome satzung category while laws fall into the 

formellgesetz category . So that in regulating the norms, ministerial regulations 

must not conflict with the law because the hierarchical position of the law is higher 

than ministerial regulations. 

The focus of the discussion of this thesis is to analyze the Regulation of the Minister 

of State-Owned Enterprises Number PER-10 / MBU / 10/2020 concerning 

Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing the Board of 

Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises against Law 

Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and also reviewing the 

ministerial regulation based on the perspective of mashlahah mursalah. This 

research is a descriptive-analytical normative juridical research using the theory of 

legislation and the theory of mashlahah mursalah. This research is also conducted 

with a statute approach , namely by examining laws and regulations and other legal 

regulations that are relevant to this thesis research. 

The results of this study indicate that there are conflicting norms contained in 

Chapter V letters (a) and letters (b) of the Regulation of the Minister of State-Owned 

Enterprises Number PER-10 / MBU / 10/2020 concerning Requirements and 

Procedures for Appointing and Dismissing the Board of Commissioners and 

Supervisory Board of State-Owned Enterprises which allows concurrent positions 

for the board of commissioners and supervisory board to become commissioners in 

private sector companies. This is contrary to Article 33 and Article 62 of Law 

Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises in conjunction with 

Article 9 of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services which regulates the 

prohibition of the board of commissioners and supervisory board to hold concurrent 

positions as commissioners in other companies or business organizations in any 

form. When viewed from the perspective of mashlahah mursalah , the provisions 

of concurrent positions contained in Chapter V letters (a) and (b) of the Regulation 

of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10 / MBU / 10/2020 

concerning Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing the Board 

of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises also do not 

reflect the principles contained in mashlahah mursalah because the disadvantages 

that can be caused by the concurrent positions of commissioners and supervisory 

boards of bumn are greater than the benefits. 

Keywords: Ministerial Regulation, Dual Position, Conflict of Interest, Conflict 

of Norm, Mashlahah Mursalah. 
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MOTTO 

 

 

 

“Kekuatan Sejati Terletak Pada Ketekunan” 

 

رٌ مِـنإ الَإفِ كَــرَامَة   ـتِقــَامَةِ خَيـإ سإ  الْإِ
(Istiqomah lebih baik dari seribu karomah) 

 

“I am a slow walker, but I never walk back” 

 

“Judex herbere debet duos sales, salem sapientae, ne sit inspidus, et salem 

consientae, ne sit diabolus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dengan rahmat Allah Subhanahu wata’alla, sebuah karya sederhana ini penulis 

persembahkan kepada : 

Almarhum Setiawan dan Muslihatin 

Terimakasih ibuk berkat doamu aku bisa kuat sampai tahap ini, terimakasih 

bapakku tercinta berkat perjuangan dan didikanmu anakmu bisa tangguh 

sepertimu semoga ilmu yang saya dapat menjadi amal jariyah bagimu  

Ivan Saputra, Afifah Cahya Charisma, Arsya Zahid Ar-Rasyid  

kepada abangku, kakak iparku, serta keponakanku terimakasih banyak telah 

senantiasa mendoakan dan mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan 

tinggi ini 

Agil Mustofa 

Terimakasih telah menjadi inspirasi untuk menjadi pengusaha sukses dimasa 

depan, Manyalaaaa Abangkuuhh!!! 

Keluarga besar “Bani Modin” di kediri 

Terimakasih kepada keluarga besarkuu tanpa bimbingan kalian semua apalah 

jadinya aku  

Keluarga besar Hukum Tata negara 2020 

Kepada teman seperjuangan saya ucapkan terimakasih dan sampai jumpa dimasa 

depan yang cerah, semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang terbaik 

versi kita 

Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Saya bangga menjadi mahasiswa UIN SUKA 

 

 

 



ix 
 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi 

dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. 

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-

huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Śā' Ś es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥā' Ḥ ha titik di bawah ح

 Khā' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zet titik di atas ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Şād Ṣ es titik di bawah ص
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 Ḍād Ḍ de titik di  bawah ض

 Ṭā' Ṭ te titik di bawah ط

 Ẓā' Ẓ zet titik di bawah ظ

 Ain …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā' H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis muta‘aqqidīn متعقّدين

 Ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Tā' marbutah  di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis Hibah هبة

 Ditulis Jizyah جزية
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 Ditulis ni'matullāh نعمة الله

 Ditulis zakātul-fitri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

__  ََ__ Fatḥaḥ Ditulis A 

__  َ __ Kasrah Ditulis I 

__  َُ__ Ḍāmmah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang: 

1 fatḥaḥ + alif Ditulis Â 

 Jāhiliyyah  جاهلية 

2 fatḥaḥ + alifmaqşūr Ditulis Ā 

 yas'ā  يسعي 

3 kasrah + yamati Ditulis Ī 

 Majīd  مجيد 

4 ḍammah + waumati Ditulis Ū 

 Furūḍ  فروض 

 

F. Vokal Rangkap: 

1 fatḥaḥ + yāmati Ditulis Ai 

 Bainakum  بينكم 

2 fatḥaḥ + waumati Ditulis Au 

 Qaul  قول 
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G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 Ditulis a'antum اانتم

 Ditulis u'iddat اعدت

 Ditulis la'insyakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 Ditulis Al-Qur'ān القرآن

 Ditulis Al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 Ditulis Asy-Syams  الشمس

 'Ditulis As-Samā السماء

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis Zawi al-Furūḍ ذوي ألفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة
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KATA PENGANTAR  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi bahwa 

setiap sendi kehidupan yang terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum yang telah tertuang 

didalam produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang 

berlaku.1Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum eropa 

kontinental atau civil law system. didalam sistem ini hukum didasarkan pada 

apa yang sudah tercantum didalam code (undang-undang) yaitu suatu kitab 

atau bagian yang disusun secara komprehensif dan sistematis yang memuat 

berbagai klausul dan prinsip hukum yang otoritatif.2  

Di Indonesia sitematika peraturan perundang-undangan secara jelas 

diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Didalam Pasal 7 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dijelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan yang 

paling rendah. Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut 

                                                           
1 Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

  
2 Peter de Crus, Civil Law : Seri Perbandingan Sistem Hukum, diterjemahkan oleh Nurlita 

Yusron, (ttp.:Nusamedia, 2021), hlm. 6. 
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dimaksudkan untuk melihat kadar kepentingan dan kekuasaan peraturan 

hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.  

Selain itu dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan 

maka akan menciptakan kesatuan norma hukum yang saling terintegrasi. 

pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang 

lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi 

lagi sampai pada suatu norma dasar tertinggi.3 Di indonesia terdapat banyak 

ragam jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada apa 

yang terdapat didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, melainkan 

ada juga peraturan perundang-undangan yang berada diluar hierarki. 

Peraturan perundang-undangan yang diluar hierarki tetap diakui keberadaan 

dan kekuatan hukumnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) 

dan (2) yang mana Peraturan Menteri menjadi salah satu produk peraturan 

perundang-undangan diluar hierarki yang disebutkan didalam pasal 

tersebut.4 

Peraturan menteri merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri 

dan dibentuk atas dasar kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Urgensi pembentukan peraturan 

menteri sebenarnya didasari bahwa setiap kebijakan pemerintah 

                                                           
3 Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, 

Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Legislasi 

indonesia , Vol. 6:8 (September 2020), hlm. 306. 

 
4 Juwita Putri Pratama, “Eksistensi Keedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan 

Daerah Dalam Hierarki Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal 

Konstitusi, Vol. 19:7 (Desember 2022), hlm. 867. 
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memerlukan pengaturan lebih lanjut didalam bentuk peraturan-peraturan 

yang lebih rendah  sebagai peraturan pelaksana. Oleh karena itu menteri 

atau pejabat yang setingkat diberi wewenang untuk mengeluarkan produk 

hukum yang bersifat pelaksanaan.5 

Peraturan menteri yang dikeluarkan oleh menteri sebagai aturan 

pelaksana maka peraturan menteri tidak diperbolehkan memuat norma yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Penelitian ini secara khusus membahas mengenai Peraturan Menteri 

(Permen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-10/MBU/10/2020 

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 

Negara.  

Didalam Permen BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 norma pada 

Bab V huruf (a) dan huruf (b) telah membuka kemungkinan bagi dewan 

komisaris dan dewan pengawas untuk merangkap jabatan (Interlocking 

directorates) pada perusahaan sektor swasta. Norma tersebut bertentangan 

dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang adanya rangkap jabatan 

bagi komisaris maupun dewan pengawas baik sebagai anggota direksi pada 

BUMN, Badan Usaha Milik daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan 

lain yang menimbulkan benturan kepentingan, dan/atau jabatan lainnya 

                                                           
5 Ridawan, “eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Sistem Presidensial,” Jurnal Konstitusi, Vol. 18:4 (Desember 2021), hlm. 837.  
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yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi keabsahan dari Permen tersebut 

mengingat suatu Permen yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-

Undang lebih yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 

nya itu sendiri. 

  Selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. 

PER/10/MBU/10/2020 telah membawa konsekuensi yang buruk bagi dunia 

persaingan usaha di Indonesia. hal tersebut dikarenakan dapat memicu 

pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha. dengan adanya rangkap jabatan 

komisaris dan dewan pengawas di satu perusahan dengan perusahaan lain 

maka kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu kesepakatan horizontal 

untuk menguasai pangsa pasar terkait harga, pembagian wilayah dan, 

jumlah produksi. melakukan tindakan dengan pemanfaatan hambatan 

vertikal, seperti praktik eksklusivitas, tying dan bundling. Serta kegiatan 

dua korporasi yang saling terkait dan dijabat oleh satu orang komisaris atau 

dewan pengawas yang sama maka dapat menimbulkan praktek monopoli 

yang dikuasai oleh sebagian korporasi untuk mendominasi dan 

mengendalikan persaingan.6 

Adanya rangkap jabatan dewan komisaris BUMN di Perusahaan 

swasta secara nyata telah menimbulkan persoalan di dunia persaingan usaha 

                                                           
6 https://www.idxchannel.com/economics/banyak-pejabat-bumn-rangkap-jabatan-ini-tiga-

dampak-negatifnya , akses 16 November 2023. 

https://www.idxchannel.com/economics/banyak-pejabat-bumn-rangkap-jabatan-ini-tiga-dampak-negatifnya
https://www.idxchannel.com/economics/banyak-pejabat-bumn-rangkap-jabatan-ini-tiga-dampak-negatifnya
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seperti misalnya yang terjadi pada tahun 2019 yang mana Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) melalui putusannya KPPU No. 15/KPPU-I/2019 

menyatakan secara sah dan menyakinkan bahwa PT Garuda Gorup, PT Lion 

Group, PT Sriwijaya Air Group, PT Citilink Indonesia, PT Batik Air 

Indonesia, PT Wings Abadi Airlanes dan PT NAM Air secara bersama-

sama melakukan praktik kartel harga tiket pesawat kelas ekonomi dengan 

cara membuat kesepakatan bersama untuk meniadakan diskon serta 

meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah dipasaran 

sehingga hal tersebut berdampak pada kelangkaan ketersediaan tiket 

pesawat domestik.  

Kartel tersebut merupakan dampak dari posisi rangkap jabatan yang 

dilakukan oleh I Gusti Ngurah Askhara Dana Diputra sebagai direktur 

Utama PT Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Direktur 

Komersial PT Garuda Indonesia ,dan Juliandra Nurtjahyo sebagai Presiden 

Direktur PT Citilink Indonesia. ketiganya tersebut diperiode yang sama juga 

sama-sama menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Sriwijaya Air Group. 

Atas kejadian tersebut KPPU menyatakan bahwa adanya rangkap 

jabatan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dinyatakan melanggar 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.7 

                                                           
7 Mohamad Choirul Anwar, “Lion, Garuda, Sriwijaya CS Terbukti Kartel Harga Tiket,” 

https://travel.kompas.com/read/2022/12/20/222500927/kartel-tiket-pesawat-oleh-7-maskapai-

berikut-kronologinya?page=all , akses 20 November 2023. 

https://travel.kompas.com/read/2022/12/20/222500927/kartel-tiket-pesawat-oleh-7-maskapai-berikut-kronologinya?page=all
https://travel.kompas.com/read/2022/12/20/222500927/kartel-tiket-pesawat-oleh-7-maskapai-berikut-kronologinya?page=all
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Peneliti menganggap perlu untuk menganalisis menegenai Permen 

BUMN NO. PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara  dari segi yuridisnya yang meliputi norma pada BAB 

V huruf (a) dan huruf (b) dimana telah membuka kemungkinan rangkap 

jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN pada perusahaan swasta, 

karena selain melanggar ketentuan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang 

No 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Pasal 9 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Rangkap 

jabatan komisaris dan dewan pengawas BUMN juga membawa dampak 

buruk bagi dunia usaha, karena apabila berkaca pada tahun 2019 praktik 

monopoli harga tiket pesawat yang disebutkan diatas diakibatkan oleh 

adanya rankap jabatan pengurus organisasi usaha BUMN di Sektor swasta, 

sehingga permasalahan serupa tidak menutup kemungkinan akan terulang 

kembali dengan adanya aturan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan 

pengawas BUMN yang terdapat pada Permen BUMN NO. PER-

10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 

negara 

Selain menganalisis secara yuridis terhadap Permen BUMN No. 

PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberhentian 

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik 

Negara, penulis juga menganalisis dari aspek mashlahah mursalah untuk 
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menilai kadar kemashlahatan yang hendak dibentuk didalam ketentuan 

rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas tersebut apakah 

sudah memenuhi tujuan syara’ untuk meraih kemanfatan dan 

menghindarkan kemudharatan sebagaimana yang terdapat didalam prinsip-

prinsip mashlahah mursalah atau justru sebaliknya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat saya 

simpulkan beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut : 

1. Bagaimana conflict of norm terkait pengaturan rangkap jabatan dewan 

komisaris dan dewan pengawas yang terdapat pada Peraturan Menteri 

BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara, serta konsekuensi yang ditimbulkan atas peraturan 

tersebut ? 

2. Bagaimana kaidah mashlahah mursalah dalam memandang Bab V 

huruf (a) dan huruf (b) peraturan menteri BUMN No. 

PER/10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Mengetauhi sumber ketidak sesuaian, upaya hukum, dan 

konsekuensi buruk atas pengaturan rangkap jabatan dewan 

komisaris dan dewan pengawas pada peraturan menteri BUMN No. 

PER/10/MBU/10/2020 2020 Tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas 

Badan Usaha Milik.  

b. Mengetauhi bagaimana mashlahah mursalah dalam memandang 

peraturan menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 Tentang Tata 

Cara dan Persyaratan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 

dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

yang positif pagi dunia intelektual khusunya dibidang 

ketatanegaraan maupun keislaman. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis selain untuk memenuhi tugas akhir strata satu 

pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, penelitian 

ini juga diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi pemangku 

kebijakan untuk mengevaluasi terkait ketentuan rangkap jabatan 

komisaris dan dewan pengawas  BUMN.  
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D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan tema penelitian kali ini, maka peneliti berpandangan 

perlu untuk memaparkan beberapa karya ilmiah lain yang serupa.  Hal ini 

bertujuan untuk mengetauhi persamaan dan perbedaan persepsi dalam 

pembahasan tema penelitian skripsi ini. Berikut paparan beberapa hasil 

karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan tema penelitian skripsi 

kali ini, yaitu : 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Aulia Safina Mochtar yang 

berjudul  “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris 

Pada Badan Usaha Milik Negara”.8 Pada skripsi tersebut memiliki 

persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai persoalan praktik 

rangkap jabatan komisaris BUMN. Adapun perbedaannya adalah dalam 

skripsi tersebut memaparkan mengenai mekanisme pengangkatan anggota 

TNI/Polri di BUMN dan implikasi hukum terhadap rangkap jabatan 

tersebut. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas persoalan 

rangkap jabatan Komisaris BUMN dari segi regulasinya yaitu berdasarkan 

peraturan menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dina Amini yang berjudul “Jabatan 

Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam Perspektif Hukum 

                                                           
8 Aulia Safina Mochtar, “Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik 

Negara”, skripsi, Universitas Hasanuddin (2021). 
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Persaingan Usaha”.9 skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai 

Peraturan Menteri BUMN NO. PER/10/MBU/10/2020 yang memuat 

rangkap jabatan Komisaris BUMN di luar perusahaan BUMN yang mana 

hasil penelitian tersebut menyatakan peraturan menteri tersebut tidak sesuai 

dengan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. Adapun yang membedakan dari 

penelitan kali ini terletak pada perspektif yang digunakan, pada penelitian 

tersebut ditinjau perspektif hukum persaingan usaha sedangkan pada skripsi 

saya ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah. 

ketiga, jurnal yang ditulis oleh Putra Adibil Anam dan Inda 

Rahadiyan yang berjudul “Pengaturan rangkap Anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris BUMN : Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat”. 

Persamaan penilitan skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah sama sama 

membahas mengenai pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh 

anggota Komisaris dan Dewan Direksi BUMN yang ditinjau dari segi 

Peraturan Menteri BUMN NO. PER/10/MBU/10/2020. Adapun 

perbedannya yaitu pada jurnal tersebut lebih mengacu pada perbandingan 

pengaturan rangkap jabatan Komisaris dan Dewan Direksi BUMN di 

Indonesia dengan Amerika Serikat. Sedangkan penelitian skripsi saya 

menganalisis muatan rangkap jabatan yang ada pada Peraturan Menteri 

BUMN NO. PER/10/MBU/10/2020 yang bertentangan dengan Undang-

Undang No. 19 Tahun 2003 ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah. 

                                                           
9 Dina Amini, “Jabatan Rangkap Direksi Dan/Atau Komisaris Persero Dalam Perspektif 

Hukum Persaingan Usaha”, Skripsi Universitas Airlangga (2022). 
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Keempat, jurnal yang ditulis oleh Suhela Arnis dengan judul 

“Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dalam 

Penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Begara”.10 Di dalam jurnal 

tersebut terdapat kesamaan terhadap penelitian skripsi ini. yaitu pada jurnal 

tersebut juga membahas mengenai pengangkatan Komisaaris BUMN yang 

didasarkan atas wewenang Menteri BUMN. Adapun yang membedakan 

yaitu pada skripsi ini mengkritisi kebijakan menteri BUMN terkait rangkap 

jabatan Komisaris BUMN yang tertuang pada Peraturan Menteri NO. 

PER/10/MBU/10/2020 dengan menggunakan perspektif mashlahah 

mursalah. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Hierarki Norma  

Merujuk pada teori Hierarki Norma maka tidak bisa terlepas 

dari konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans 

Nawiasky. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa dalam hukum norma 

hanya dibagi menjadi dua yaitu norma yang bersifat superior dan norma 

yang bersifat inferior.11 Didalam buku Teori Hans Kelsen tentang 

hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie 

menyatakan bahwa analisa hukum terkait karakter dinamis dari suatu 

sistem normatif juga menunjukan adanya kekhususan lebih lanjut dari 

                                                           
10 Suhela Arnis, “Penataan Kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dalam 

Penetapan Komisaris Badan Usaha Milik Begara”, Jurnal Online Mahasiswa, vol. 10:2, 

(Desember 2022). 

 
11Nurul Qamar dan Andi ifal Anwar, Dikotomi kajian Ilmu Hukum, (Makassar: Nas 

Media Indonesia, 2023), hlm. 59  
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hukum. Yaitu  hukum menentukan mengenai hal-hal yang menjadi 

dasar penilaian penetapan sesuatu secara mandiri selama suatu norma 

hukum dapat menentukan isi muatan norma hukum lainnya. Adanya 

validitas dalam hukum dikarenakan norma hukum dibentuk dan 

ditentukan oleh norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain 

juga ditentukan oleh norma hukum lainnya sampai pada norma terakhir 

yang menjadi sumber validitas pertama (grundnorm). 12 

Hubungan antara norma satu yang mengatur norma lainnya ini 

disebut sebagai hubungan superordinasi dan sub-ordinasi. Norma yang 

menentukan pembentukan norma lain disebut superior sedangkan 

norma yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain disebut 

inferior. Sistem norma yang saling terhubung dan terkordinasi satu 

sama lain tersebut membentuk suatu hierarki norma yang memiliki 

level berbeda disetiap tingkatan. Kesatuan norma tersebut ditentukan 

oleh suatu asas bahwa pembentukan norma yang lebih rendah 

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi,  norma yang lebih tinggi 

ditententukan oleh norma yang lebih tinggi lagi begitu terus saling 

terhubung sampai pada norma yang tertinggi  yang disebut sebagai 

norma dasar.13 

                                                           
12Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, Teori Hanskelsen Tentang Hukum, (jakarta : 

Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 109. 

 
13 Made Wiryani, Ilmu Perundang-Undangan, cetakan pertama, (Yogyakarta: Jejak 

Pustaka, 2022), hlm. 42. 
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Berawal dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen diatas 

kemudian Hans Nawiasky mendeskripsikan lebih lanjut terkait struktur 

hukum yang dapat diibaratkan seperti bangunan piramida hukum 

(stufenformig) yang terdiri kelompok bagian tertentu (Zwischentufe). 

Lapisan tertinggi pada piramida tersebut adalah staatsfundamentalnorm 

yaitu norma yang menjadi dasar dari pembentukan konstitusi yang 

dibentuk berdasarkan konsensus bersama dan diakui sebagai nilai dasar 

yang menjadi landasan bagi negara dan bangsa.14 

Dibawah staatsfundamentalnorm yaitu ada suatu norma yang 

dijadikan acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang 

dikenal dengan istilah (Gesetzesrecht). staatsgrundgesetz merupakan 

aturan dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur garis 

besar atau pokok-pokok penyelenggaraan negara.  

Pada lapisan selanjutnya yaitu formellgesetz atau undang-

undang formal. Peraturan dalam tingkatan ini lebih bersifat konkret dan 

terperinci, selain itu pada aturan tingkat ini juga mengatur mengenai 

beberapa ketentuan hukum berupa delegasi (norma priemer) dengan 

disertai konsekuensi pelangarannya (norma sekunder) berupa sanksi-

sanksi. 

                                                           
14 Yenny Febrianty, Ernesta Arita Ari, dkk, Sistem Hukum Indonesia, (Solok: Mafy 

Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 20. 
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Kemudian, di lapisan paling bawah adalah verordnung satzung 

yaitu peraturan pelaksana yang bersumber dari kewenangan delegasi 

maupun atribusi, dan autonome satzung yang merupakan peraturan 

otonom. 15 

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai hierarki peraturan 

perundang-undangan diatur didalam Undang-Undang No 12 tahun 

2011 pada Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupatan/Kota.16  

Apabila dihubungkan dengan teori Hanskelsen dan Hans 

Nawiasky diatas sebagaimana yang diungkapkan oleh A. Hamid S. 

Attamimi penerapan teori tersebut dalam struktur hukum di Indonesia 

yaitu sebagai berikut : 

                                                           
15 Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, 

(Bandung: Nusa Media, 2019), hlm 27. 

 
16 Pasal 7 Ayat (1). 
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1) Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara yaitu 

Pancasila yang terdapat pada Pembukaan UUD NRI 1945. 

2) Staatsgrundgesetz atau aturan pokok negara yaitu batang tubuh 

UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, serta konvensi-konvensi 

ketatanegaraan lainnya. 

3) Formell gesetz atau undang-undang formal yaitu Undang-

Undang. 

4) Verordnung & Autonome Satzung atau  Peraturan Pelaksana dan 

Peraturan otonom yaitu mencakup Peraturan Pemerintah hingga 

Peraturan Daerah Kabupten/Kota.17 

2. Teori Mashlahah Mursalah 

Secara etimologis kata mashlahah ( المصلحة ) berasal dari kata 

soluha-yaslahu-sulhan-maslahah ( مصلحة-صلحا-يصلح-صلح  ), yang 

memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. kata maslahlah  dalam 

penggunaanya sering dipertukarkan dengan kata istislah (الاستصلاح). 18 

Sehingga secara istilah, maslahlah ( المصلحة ) menurut beberapa ulama 

ushul adalah sebagai berikut : 

a. Al-Sinqithi 

                                                           
17 Jimly Asshidiqie, Teori Hans Kelsen Tentang hukum, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 

hlm. 155. 
 

18 Abdul Hayy Abdul ‘Al, Pengantar Ushul Fikih, alih bahasa muhammad Misbach, 

cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.313. 
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 ائشهد الشرإع لا بإلإغي لم يو الوصف الذلاستصلح: وه
 ولا باعتباره

“Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan 

syari’inya, tidak pula dibatalkan atau pun 

direkeomnedasikan.” 

 

b. Al-Ghazali 

 هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفعف أما المصلحة
ضرة الم نفعةِ, و دفعالم ذلك, فان جلب همضرة و لسنا نعني ب

 عإنيلكنا ن مقاصدهم مقاصد الخلق و صلح الخلق في تحصيل
 دالشرعمقصو  عُلِيَ  بالمصلحة الحافظة

“Kemashlahatan pada dasarnya merupakan mengambil 

manfaat atau menolrk madharat (bahaya). Dan kami tidak 

memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat 

dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan 

kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, 

tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan 

(maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara’.” 

 

c. Ali Hasaballah 

أن و,قالخل مصــاح تحقيق الا ابه يراد لا الشــر ع أن علمت
صــلح المراد 

َ
احصــالم أن و, ةالمضــر  دفع و المنفعة جلب ةبالم

وَاشـباعها الانسـنية ياةالح بمطالب الوفاء في امرتبته بسـبح 
  و, حاجية نصــــــــــــــاح و,ضــــــــــــــروريِة مصــــــــــــــاح: أنواع ةثلث 

 ينيةستح مصالُ 
 “Anda telah mengetahui bahwa syariat tidak dimaksudkan 

kecuali dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan 
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makhluk. Dan yang dimaksudkan dengan kemaslahatan 

adalah menarik manfaat dan membentengi madharat. Dan 

sesungguhnya kemaslahatan, berdasarkan tingkatannya 

dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia, ada tiga 

macam yaitu: maslahat dharuriyah, hajiyah, dan 

tahsiniyah.” 

 

dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maslahah 

 yaitu suatu penetapan hukum yang didasarkan kepada (المصلحة)

mashlahah itu sendiri yang mencakup kebaikan dan kepentingan yang 

tidak ada ketentuannya dalah hukum syara’ baik ketentuan secara umum 

dan ketentuan secara khusus.19 Adapun al-mursalah (المرسلة) secara 

bahasa memiliki arti terputus atau terlepas, dengan demikian apabila 

dikorelasikan antara mashlahah dan mursalah maka akan menemukan 

definisi secara etimologi yaitu manfaat yang terputus. Maksudnya adalah 

bahwa manfaat yang dimaksud tersebut tidak tidak diatur secara 

langsung didalam nash.20 

Adapun pengertian mashlahah mursalah secara istilah telah 

diungkapkan oleh beberama ulama’ ushul sebagaimana berikut : 

a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa : 

 من لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبار نص معين

                                                           
19 Agus Miswanto, Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam, (Magelang: Unnima Press, 

2019), hlm. 161. 

 
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, cet.6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 

hlm. 354. 
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 “Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' 

dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada 

yang memperhatikannya.” 

 

b. Abd al-Wahhab al-Khallaf 

 الالغاءه او الاعتباره ليلد الشارع عن يرد لم مصلحة انها

“Maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak ada dalil syara' 

datang untuk mengakuinya atau menolaknya.” 

 

c. Muhammad Abu Zahrah 

ا اله يشهد ولا الاسلامي رعالش دلمقاص الملاءمة المصاح يه
 بالالغاء او عتباربالا خاص صل

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak 

ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya 

atau penolakannya.” 21 

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama’ tersebut 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mashlahah mursalah 

mencakup tiga substansi yang utama yakni : 

1. Adanya sesuatu yang dianggap mampu membawa kebaikan dan  

2. manfaat pada kehidupan umat menurut akal sehat. Yang mana 

dengannya kehidupan umat manusia menjadi lebih baik dan 

dapat terhindar dari berbagai kesulitan. 

                                                           
21 Mukhsin Nyak Umar, al-Mashlahah Al-mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan 

Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh: Turats, 2017),. hlm. 140.  
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3. Mashlahah yang kan diwujudkan tersebut tidak bertentangan 

dengan nash syariat dan harus sejalan dengan tujuan maqashid 

al-syariah. 

4. Mashlahah tersebut tidak dibahas oleh nash syari’at yang 

dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit oleh Al-Qur’an 

dan Sunnah mengenai penolakan dan penerimaannya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi kali ini adalah 

yuridis normatif yang dilakujan melalui metode  library research atau 

biasa kita sebut dengan Studi Kepustakaan. Yaitu penelitian yang 

berguna untuk memahami suatu persoalan hukum yang dilakukan 

dengan cara menganalisis produk-produk hukum dan berbagai literatur 

yang relevan dengan topik penelitian. Adapun fokus pada penelitian 

kali ini yaitu yaitu membahas mengenai materi muatan pada Permen 

BUMN No. PER/10/MBU/10/2020 yang bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.  

2. Sifat Penelitan 

Penelitian yang dilakukan kali ini bersifat deskriptif-analitis. 

Jadi pada penelitian skripsi kali ini peneliti berusaha untuk memaparkan 

mengenai problematika hukum secara sistematis sebagai suatu objek 

penelitian yang kemudian dianalisis lebih lanjut terhadap objek tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 
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Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan 

dengan permasalahan yang hukum yang terdapat pada Peraturan 

Menteri BUMN No. PER/10/MBU/10/2020. 

4. Sumber Bahan Hukum 

Pada penelitian kali ini peneliti membagi dua sumber data yang 

terdiri dari data priemer dan data sekunder. Adapun mengenai sumber 

data preimer diuraikan sebagaimana berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan 

mengikat. Bahan hukum priemer yang digunakan pada 

skripsi ini antara lain : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang 

Badan Usaha Milik Negara. 

3) Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan publik.  

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

5) . Peratuan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 

PER/10/MBU/10/2020. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

dialmbil dari beberapa refrensi yang berasal dari buku-buku, 

jurnal, yurisprudensi, hasil penelitian terbaru yang dapat 

digunakan untuk menunjang penelitian skripsi ini. 

d. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat 

digunakan untuk menunjang dengan memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan bahan hukum 

sekunder. Misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa 

Indonesia. 

5. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yag digunakan pada penelitian skripsi ini 

adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah 

dan mengkaji produk hukum, tesis, skripsi, jurnal, maupun buku-

buku yang relevan dengan  Permen BUMN No. 

PER/10/MBU/10/2020 dan juga mashlahah mursalah.  

6. Analisis Data 

Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah yuridis 

kualitatif dengan fokus pada interpretasi mendalam terhadap bahan 

bahan hukum yang relevan yang kemudian akan disusun secara 

sistematis guna memadukan pokok permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian skripsi ini. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan pada penelitian skripsi ini oleh penulis 

akan dibagi menjadi lima bagian berikut : 

Bab pertama, merupakan pendahuluam yang terdiri dari beberapa 

sub bab yaitu: latar belakang masalah yang memuat mengenai pemaparan 

alasan yang menjadi dasar dari permasalahan yang akan diteliti, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memuat 

mengenai penelitian-penelitian serupa yang sudah lebih duhaulu dilakukan, 

kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk 

penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitin skripsi ini, 

metode penelitan, yang memuat pendekatan dan langkah-langkah penelitian 

yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang 

membahas tentang sistematika penyajian penelitian ini. 

Bab kedua, pendalaman teori yang mana pada bagian ini penulis 

memaparkan teori-teori hierarki norma meliputi pengertian peraturan 

perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta teori mashlalahah 

mursalah yang meliputi definisi, landasan hukum, kehujjahan, dan syarat-

syarat mashlahah mursalah.  

Bab ketiga,  yaitu pemaparan konsep Peraturan Menteri yang 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 meliputi 

kedudukan Peraturan Menteri, Peraturan Menteri sebagai peraturan 
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perundang-undangan, serta kedudukan peraturan menteri didalam hierarki 

peraturan perundang-undangan. 

Bab keempat, berisi tentang analisis materi muatan pada Bab V 

huruf a dan huruf b Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 yang 

mengatur mengenai rangkap jabatan komisaris BUMN yang dinilai 

bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, selain itu pada bab ini juga 

akan dipaparkan mengenai pandangan mashlahah mursalah terhadap Bab 

V huruf a dan huruf b Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020, serta 

upaya hukum yang dapat dilakukan atas Permen BUMN No. PER-

10/MBU/10/2020. 

Bab kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan disertai 

dengan saran yang menjawab atas permasalahan yang termuat dalam 

rumusan masalah penelitian skripsi ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terkait isi subsansi  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. 

PER-10/MBU/10/2020 Tentang  Persyaratan dan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara pada Bab V huruf (a) dan huruf 

(b) yang memperbolehkan rangkap jabatan komisaris dan dewan 

pengawas sebagai komisaris di perusahaan selain bumn bertentangan 

dengan Pasal 33 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Pasal 17 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pengaturan 

rangkap jabatan pada Permen BUMN 10 secara tidak langsung dapat 

menimbulkan kerugian negara dibidang ekonomi yang disebabkan oleh 

adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penguasaan pangsa pasar 

oleh sebagian pelaku usaha, hingga kemungkinan praktik monopoli 

yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. 

2. Selain itu ketentuan rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas 

BUMN pada Bab V huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara NO. PER-10/MBU/10/2020 Persyaratan dan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dewan 

Pengawas Badan Usaha Milik Negara tidak mencerminkan konsep 

mashlahah mursalah karena kemudharatan yang ditimbulkan dari 
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adanya rangkap jabatan komisaris dan dewan pengawas bumn lebih 

besar dari pada kemashlahatannya. 

B. Saran 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas mengenai ketentuan rangkap 

jabatan dewan komisairs dan dewan pengawas maka penulis memberikan 

beberapa saran yaitu : 

1. Melakukan evaluasi terhadap ketentuan rangkap jabatan dewan 

komisaris dan dewan pengawas bumn yang terdapat di Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-10/MBU/10/2020 

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara  karena terbukti telah terbukti terjadi conflict 

of norm terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

badan usaha milik negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009 Tentang Pelayanan publik sehingga menyebabkan ketidak 

pastian hukum. 

2. Pemerintah dalam hal ini adalah menteri dalam membuat Peraturan 

Menteri harus mempertimbangkan asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik sehingga dapat 

membawa kemashlahatan umum dan tidak menimbulkan 

kerancuan hukum.  
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